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Abstract 
The purpose of this research is to know the network procedure and internal control practice of the 
provision of credit ownership of the house (KPR) which has been done by BTN branch Malang. This research 
using descriptive research type with case study approach. Data analysis was done by evaluate the aspects of 
internal control of credit provision started from application phase, analysis phase, liquefaction phase until 
monitoring phase. The result of this research shown that the practice of internal control in credit provision 
KPR at BTN Malang was sufficient in all phase but there are still several weakness especially in the 
monitoring phase and also there is no surprised audit for the employees. Therefore, BTN branch Malangneed 
to improve the internal control practices in the process of credit provision so the target of company for 
continue to reduce the level of Non Performing Loan (NPL) can be achieved. 
 
Keyword : Internal Control, Credit Ownership of the House, Non Performing Loan  
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jaringan prosedur serta praktik pengendalian intern 
pemberian KPR yang telah dilaksanakan BTN cabang Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 
deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Analisis data dilakukan dengan cara mengevaluasi aspek-aspek 
pengendalian intern dalam pemberian kredit mulai dari tahap permohonan kredit, analisa kredit, penarikan 
kredit sampai tahap monitoring kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, praktik 
pengendalian intern dalam proses pemberian KPR di BTN cabang Malang telah memadai, namun masih 
terdapat beberapa kelemahan terutama dalam tahap monitoring kredit dan belum adanya surprised audit bagi 
karyawan. Oleh karena itu, BTN cabang Malang perlu memperbaiki praktik pengendalian intern dalam proses 
pemberian kredit sehingga target perusahaan untuk terus mengurangi tingkat NPL dapat dicapai. 
 
Kata kunci : Pengendalian Intern, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Non Performing Loan  
 
 
PENDAHULUAN  
Pada era globalisasi seperti sekarang ini, 
bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang 
paling berpengaruh terhadap kegiatan 
perekonomian di Indonesia. Hampir semua kegiatan 
dalam kehidupan masyarakat Indonesia sekarang 
berhubungan dengan bank. Bank merupakan suatu 
lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun 
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan lalu 
menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. 
Seluruh kalangan masyarakat baik pelaku usaha, 
karyawan, pensiunan, pelajar dan lain-lain tidak 
lepas dari kebutuhan jasa bank karena apapun yang 
berhubungan dengan uang tidak terlepas dari 
kebutuhan jasa bank (Supriyono, 2011:1). 
Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kredit 
dan simpanan (tabungan) semakin menegaskan 
pentingnya keberadaan lembaga perbankan di 
kalangan masyarakat saat ini.  
Sebagian besar kegiatan hidup masyarakat 
Indonesia sekarang selalu bersinggungan dengan 
kredit, mulai dari kegiatan rumah tangga sampai 
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kegiatan yang lebih kompleks selalu membutuhkan 
kredit, hal ini yang menjadi penyebab semakin 
meningkatnya kebutuhan kredit di kalangan 
masyarakat. Fenomena ini kemudian yang 
menjadikan aktivitas utama dunia perbankan 
sekarang ada pada kegiatan kredit atau penyaluran 
dana pinjaman kepada masyarakat. Kredit sendiri 
dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pinjam-
meminjam baik berupa uang atau barang yang 
terjadi antara 2 (dua) pihak yang didasarkan asas 
keprcayaan bahwa peminjam (debitur) akan 
mengembalikan sejumlah uang atau barang yang 
dipinjamnya dengan tepat waktu sesusai perjanjian 
kredit yang telah dibuat dan disepakati kedua belah 
pihak. Unsur kepercayaan menjadi dasar utama 
dalam kegiatan perkreditan.   
Banyak pilihan jenis kredit yang ditawarkan 
bank saat ini guna membantu memenuhi berbagai 
kebutuhan hidup masyarakat. Sampai saat ini, salah 
satu jenis kredit yang diminati dan dibutuhkan oleh 
masyarakat yaitu jenis KPR. Jenis kredit ini begitu 
dimintai seluruh kalangan masyarakat mengingat 
rumah merupakan kebutuhan pokok masyarakat 
yang harus dipenuhi disamping alasan lain yaitu 
daya beli masyarakat Indonesia yang cenderung 
lebih rendah dibanding dengan daya mengangsur. 
KPR merupakan program pembiayaan perumahan 
dari pemerintah melalui kerja sama dengan lembaga 
perbankan dan pengembang perumahan (developer) 
yang bertujuan membantu memenuhi kebutuhan 
masyarakat Indonesia akan tempat tinggal (papan) 
melalui berbagai kemudahan yang diberikan, 
seperti jangka waktu kredit yang panjang sekitar 1-
15 tahun sehingga meringankan masyarakat dalam 
hal pengembalian kredit. Kebutuhan akan papan 
menjadi hal serius yang mendapat perhatian lebih 
dari pemerintah mengingat papan menjadi salah 
satu standar kesejahteraan masyarakat di sebuah 
negara. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia sangat 
mendukung adanya program KPR baik yang ada 
pada bank swasta ataupun bank milik  pemerintah.  
Banyak bank komersil di Indonesia yang 
menawarkan fasilitas KPR, antara lain BRI, Bank 
Mandiri, BTN, Bank Jatim, BCA, dan bank lainnya. 
Diantara bank-bank yang memberikan faslitas KPR, 
BTN merupakan bank resmi yang ditunjuk 
pemerintah untuk menangani kegiatan penyaluran 
KPR di Indonesia. Seiring perubahan waktu dan 
semakin meningkatnya jumlah KPR yang diberikan 
kepada masyarakat, menyebabkan timbulnya risiko 
kredit berupa adanya kredit bermasalah yang dapat 
terlihat dari tingkat NPL tahunan. Tingkat NPL 
pemberian KPR pada BTN Malang selama 3 (tiga) 
tahun terakhir terlihat sebagai berikut : 
 
Tabel 1 Data Tingkat Kolektibilitas KPR BTN 
Cabang Malang periode 2011-2013 
Kol. 
2011 2012 
2013 
Deb Jumlah  Deb Jumlah  Deb 
Jumlah  
L 18.516 867.889.910.618 18.516 946.890.117.233.00 16.122 
1.067.951.172.338,00 
DPK 2.141 88.661.574.907 2.141 92.662.354.603.54 2.655 
156.285.354.603,54 
KL 57 1.076.734.716 57 1.105.009.592.00 67 
3.027.009.592,00 
D 85 2.716.451.946 85 3.456.001.987.00 87 
2.503.001.987,00 
M 677 17.272.316.551 677 17.580.075.396.57 767 
20.380.075.396,57 
Total 21.476 977.616.988.737 21.476 1.061.693.558.812 19.698 
1.250.146.613.917 
NPL  2,15%  2,09%  
2,07% 
Sumber : BTN cabang Malang 
 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa 
tingkat NPL BTN cabang Malang pada 3 (tiga) 
tahun terakhir berada pada tingkat 2%, yang mana 
jumlah ini jauh dari batas ketentuan BI sebesar 5%. 
Namun tingkat NPL tersebut masih jauh dari target 
BTN Malang yang masih terus berupaya untuk 
mengurangi tingkat NPL sehingga dapat mencapai 
0%.   
Kegiatan pemberian kredit di bank 
merupakan kegiatan yang memiliki risiko paling 
besar. Risiko dalam kegiatan pemberian kredit yang 
akan selalu dihadapi oleh bank yaitu risiko 
timbulnya kredit bermasalah. Pada dasarnya kredit 
bermasalah timbul disebabkan oleh faktor internal 
dan faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari 
pihak debitur yang tidak mampu lagi membayar 
angsuran kredit dikarenakan berbagai hal yang 
terjadi pada debitur tersebut. Sedangkan faktor 
internal berasal dari pihak bank selaku kreditur yang 
disebabkan adanya berbagai kelemahan dalam 
proses analisa kredit oleh petugas bank serta kurang 
tepatnya kebijakan dan prosedur pemberian kredit 
yang diberlakukan oleh pihak bank.  
Timbulnya kredit bermasalah merupakan 
suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh setiap 
bank, namun sebagai pihak kreditur, bank tetap 
dapat melakukan beberapa upaya untuk dapat terus 
mengurangi tingkat NPL. Upaya-upaya tersebut 
antara lain berupa membuat kebijakan kredit yang 
tepat disertai dengan praktik pengendalian intern 
pemberian kredit yang memadai dalam pelaksaaan 
prosedur pemberian kredit. Diterapkannya jaringan 
prosedur pemberian kredit yang sesuai dengan 
praktik pengendalian intern pemberian kredit yang 
memadai mulai dari tahap permohonan sampai 
monitoring kredit akan bermanfaat untuk 
menghindari timbulnya berbagai kesalahan atau 
penyelewengan oleh berbagai pihak yang terlibat 
yang akan memicu timbulnya kredit bermasalah. 
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Praktik-praktik pengendalian intern pemberian 
kredit yang dilaksanakan dengan baik akan 
menjadikan kredit yang disalurkan kepada debitur 
menjadi lancar sehingga akan memberikan 
keuntungan bagi pihak bank maupun pihak debitur. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
jaringan prosedur serta praktik pengendalian intern  
pemberian KPR pada BTN cabang Malang dalam 
rangka mengurangi tingkat NPL.  
 
KAJIAN PUSTAKA 
Pengendalian Intern  
Pengendalian intern dapat diartikan sebagai 
berbagai cara yang dilakukan oleh perusahaan  
untuk mencegah dan mendeteksi kemungkinan 
timbulnya penggelapan (fraud) sebagai bentuk 
tindak pengamanan untuk melindungi dan menjaga 
kekayaan perusahaan (Ranatarizsa, 2013:161). 
Tujuan diterapkannya praktik pengendalian intern 
dalam suatu perusahaan adalah untuk menjaga 
kekayaan organisasi, memeriksa ketelitian dan 
keakuratan data akuntansi, serta mendorong 
dipatuhinya kebijakan manajemen oleh karyawan 
dalam perusahaan (Halim, 2008:208).  
 
Perkreditan 
Berdasarkan sejarahnya, kata kredit berasal 
dari bahasa Yunani “credo” yang artinya percaya. 
Dalam kegiatan perkreditan di bank, hal ini berarti 
bank sebagai pihak pemberi kredit percaya bahwa 
dana pinjaman yang diberikan kepada pihak 
peminjam (debitur) dapat ditarik kembali dari 
debitur sesuai tanggal jatuh tempo pinjaman yang 
telah disepakati bersama (Supriyono, 2011:73). 
Bank sebagai pihak kreditur menggunakan prinsip 
5C (character, capacity, capital, collateral, 
condition) dan 7P (personality, party, purpose, 
prospect, payment, profitability, protection) untuk 
menilai kelayakan debitur dalam menerima kredit 
dari bank (Kasmir, 2007:91).  
 
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 
KPR merupakan jenis kredit yang 
ditawarkan bank bagi seluruh kalangan masyarakat 
yang ingin memiliki hunian atau rumah tinggal. 
Pada umumnya KPR dibagi menjadi 2 (dua) jenis 
yaitu KPR subsidi dan KPR non subsidi.  
a. KPR Subsidi 
Merupakan fasilitas KPR yang diperuntukkan 
bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah 
atau menegah kebawah. 
 
b. KPR Non Subsidi 
Merupakan fasilitas KPR yang diperuntukkan 
bagi seluruh kalangan masyarakat, terutama 
masyarakat kalangan menengah dan menengah 
keatas. (Smart, 2010:14) 
 
Pengendalian Kredit 
Menurut Hasibuan (2008:104), 
pengendalian kredit diartikan sebagai berbagai 
upaya atau tindakanyang dilakukan bank untuk 
menjaga agar kredit yang diberikan kepada debitur 
tetap lancar dan tidak menunggak atau macet. 
Lancar artinya kredit beserta bunganya dapat ditarik 
kembali sesuai dengan perjanjian kredit yang telah 
disepakati kedua belah pihak. Dalam suatu bank, 
praktik pengendalian intern dalam pemberian kredit 
perlu dilakukan guna menghindari dan 
menyelesaikan timbulnya kredit bermasalah. 
Unsur-unsur pengendalian intern dalam pemberian 
kredit mulai dari tahap permohonan sampai 
monitoring kredit menurut Tawaf (1999:280) 
meliputi berikut ini :  
a. Personel yang kompeten dan dapat dipercaya 
b. Adanya pemisahan tugas 
c. Proses otorisasi yang tepat 
d. Dokumen dan catatan yang memadai 
e. Kontrol fisik catatan dan aktivitas 
f. Pemeriksaan pekerjaan secara independen 
 
Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) 
Kredit bermasalah (NPL) diartikan sebagai 
kredit yang tidak lancar dalam artian debitur tidak 
mampulagi membayar hutang beserta bunganya 
kepada bankyang bersangkutan karena berbagai 
alasan (Mahmoeddin, 2002:3). Tindakan 
penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan 
dengan beberapa cara seperti yang dijelaskan Rivai 
& Veithzal (2007:552) seperti berikut ini : 
a. Pembinaan 
Merupakan tindakan pembinaan kepada debitur 
untuk membantu menyelesaikan permasalahan 
keuangan debitur sehingga debitur mampu 
membayar kembali kreditnya.  
Contoh : penagihan angsuran kredit ke debitur 
b. Penyelamatan 
Merupakan upaya-upaya yang dilakukan bank 
guna memperbaiki kualitas usaha debitur agar 
pengembalian kredit kembali lancar. Contoh : 
reschedulling, reconditioning, restucturing. 
c. Penyelesaian 
Merupakan tindakan-tindakan tegas yang 
dilakukan bank untuk menyelesaikan kredit 
bermasalahdengan tujuan untuk mendapatkan 
kembali pembayaran kredit yang menunggak 
dari debitur. Contoh : subrogasi, penebusan 
jaminan, likuidasi.  
 
METODE 
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Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 
deskriptif dengan pendekatan studi kasus. 
Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan 
dan menarik kesimpulan dari permasalahan yang 
diteliti melalui penjelasan secara teori dengan 
dukungan data mengenai praktik pengendalian 
intern dalam jaringan prosedur pemberian kredit di 
BTN cabang Malang. 
 
Analisa Data 
Kegiatan analisa data dilakukan oleh untuk 
dapat menemukan suatu makna dan kesimpulan 
guna menjawab rumusan masalah penelitian. 
Kegiatan analisa data dalam penelitian ini dilakukan 
dengan cara seperti berikut:  
a. Mendeskripsikan jaringan prosedur pemberian 
KPR pada BTN cabang Malang 
b. Mengevaluasi praktik aspek-aspek pengendalian 
intern dalam proses pemberian KPR mulai dari 
tahap permohonan, proses, penarikan sampai 
monitoring kredit pada BTN cabang Malang 
yang meliputi aspek-aspek berikut : 
1. Aspek personel yang kompeten dan dapat 
dipercaya 
2. Aspek adanya pemisahan tugas 
3. Aspek proses otorisasi yang tepat 
4. Aspek dokumen dan catatan yang memadai 
5. Aspek kontrol fisik aktivitas dan catatan 
6. Pemeriksaan pekerjaan secara independen 
c. Mengevaluasi praktik pengendalian intern dalam 
jaringan prosedur pemberian KPR pada BTN 
cabang Malang. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Evaluasi aspek-aspek pengendalian intern 
pemberian KPR pada BTN cabang Malang 
a. Pada saat permohonan kredit 
1. Aspek personel yang kompeten dan dapat 
dipercaya 
Pada tahap ini, telah terlihat praktik 
pengendalian intern yang memadai. Hal ini 
ditunjukkan dengan petugas Loan Service 
(LS) yang telah mengetahui prosedur 
pemberian KPR BTN beserta kelengkapan 
syarat dan data yang wajib dilengkapi oleh 
setiap debitur saat mengajukan permohonan 
kredit. Petugas LS juga telah dibekali dengan 
berbagai program pelatihan untuk 
meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan 
kecakapan petugas dalam melakukan 
pekerjaannya.  
2. Aspek adanya pemisahan tugas 
Pada saat permohonan kredit, telah terdapat 
adanya pemisahan tugas antara petugas yang 
menerima permohonan kredit debitur yaitu 
Loan Service (LS) dan petugas yang 
melakukan penilaian agunan debitur yaitu 
petugas appraiser eksternal dari KJPP. Hal 
ini menunjukkan adanya praktik 
pengendalian intern yang memadai dalam 
proses pemberian kredit.  
3. Aspek otorisasi yang tepat 
Pada tahap permohonan kredit, telah terlihat 
adanya praktik pengendalian intern yang 
memadai. Hal tersebut ditunjukkan dengan 
dilaksanakannya proses kredit apabila semua 
kelengkapan persyaratan kredit telah 
dipenuhi oleh debitur sesuai ketentuan yang 
berlaku di BTN.  
4. Aspek dokumen dan catatan yang memadai 
Pengajuan permohonan kredit oleh debitur 
harus disertai dengan kelengkapan 
persyaratan dan data permohonan kredit 
sesuai ketentuan BTN. Informasi-informasi 
lain yang berkaitan dengan debitur, dicatat 
oleh LS ke dalam formulir lembar 
wawancara pada saat dilakukan wawancara 
kredit dengan debitur. Hal ini telah 
menunjukkan adanya praktik  pengendalian 
intern yang memadai. 
5. Aspek kontrol fisik aktivitas dan catatan 
Penerimaan permohonan kredit debitur telah 
disertai dengan kegiatan pemeriksaan di 
tempat (on the spot) oleh petugas Loan 
Adminstration (LA) dan petugas appraiser 
atas pekerjaan dan penghasilan debitur serta 
objek agunan debitur. Hal ini menunjukkan 
praktik pengendalian intern yang telah 
memadai. 
b. Pada saat proses analisa kredit 
1. Aspek personel yang kompeten dan dapat 
dipercaya 
Pada tahap ini telah terlihat praktik 
pengendalian intern yang cukup memadai 
namun masih terdapat kelemahan. Petugas 
Analis Kredit (AK) telah memiliki 
pengetahuan dan kemampuan yang baik 
dalam menganalisa permohonan kredit 
debitur karena telah dibekali dengan program 
pelatihan mengenai analisa kredit. Sebagai 
pihak yang menganalisis kelayakan 
permohonan kredit, AK telah bekerja secara 
jujur dan objektif tanpa ada benturan 
kepentingan dengan debitur. Kelemahan 
praktik aspek ini ditunjukkan dengan masih 
minimnya pengalaman kerja yang dimiliki 
petugas AK karena sebagian besar 
merupakan karyawan baru sehingga 
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dikhawatirkan berdampak pada proses 
analisa yang lemah.  
2. Aspek adanya pemisahan tugas 
Kegiatan analisa kredit dilakukan oleh Analis 
Kredit (AK), kemudian hasil analisa kredit 
AK ditinjau ulang oleh Kepala Kredit 
sebagai pejabat yang lebih tinggi untuk 
dinilai kembali. Hal ini telah menunjukkan 
adanya praktik pengendalian intern yang 
memadai. 
3. Aspek otorisasi yang tepat 
Persetujuan akhir akan penerimaan atau 
penolakan permohonan kredit debitur di 
otorisasi oleh Kepala Kredit atau pejabat-
pejabat kredit lain yang berwenang sesuai 
ketentuan dari BTN. Keputusan akhir atas 
permohonan kredit debitur disesuaikan 
dengan syarat-syarat penilaian yang telah 
ditentukan bank. Hal ini memperlihatkan 
praktik pengendalian intern yang memadai. 
4. Aspek dokumen dan catatan yang memadai 
Proses analisa permohonan kredit debitur 
yang dilakukan AK telah didasarkan oleh 
data dan informasi selengkap mungkin 
mengenai debitur yang didapat dari kegiatan 
wawancara kredit dan pemeriksaan di tempat 
(on the spot) disertai dengan bukti-bukti 
otentik berupa formulir-formulir pendukung 
terkait debitur. Hal ini telah menunjukkan 
adanya praktik pengendalian intern yang 
memadai.  
5. Aspek kontrol fisik catatan dan aktivitas 
Praktik pengendalian intern yang memadai 
telah terlihat dalam tahap ini. Petugas AK 
selalu mendasarkan analisanya berdasarkan 
hasil pemeriksaan di tempat (on the spot) 
dengan disertai formulir pendukung hasil 
OTS sebagai bukti otentik sehingga AK 
dapat menganalisis dengan tepat kelayakan 
debitur dalam menerima kredit. 
c. Pada saat proses penarikan kredit 
1. Aspek personel dan kompeten yang dapat 
dipercaya 
Petugas LA dan Transaction Processing (TP) 
yang bertanggung jawab atas pencairan dana 
kredit telah memiliki pengetahuan yuridis 
mengenai pengikatan dan penguasaan 
jaminan debitur atas kredit yang diberikan 
sehingga terjamin pengembalian kredit 
debitur tersebut. Petugas juga telah 
mengetahui asal dana yang digunakan untuk 
mencairkan kredit ke rekening developer 
sehingga terjamin ketersediaan dananya. Hal 
ini telah menunjukkan praktik pengendalian 
intern yang memadai. 
2. Aspek adanya pemisahan tugas 
Kepala LA memiliki wewenang untuk 
memberikan keputusan persetujuan 
pencairan kredit ke rekening developer, 
sedangkan proses pencairan kredit ke 
rekening developer dilakukan oleh TP. Hal 
tersebut menunjukkan telah adanya praktik 
pengendalian intern yang memadai.  
3. Aspek otorisasi yang tepat 
Pejabat kredit berwenang yang memiliki 
otoritas memberikan persetujuan untuk 
dilakukan pencairan kredit ke rekening 
developer adalah Kepala LA. Ini 
menunjukkan telah adanya praktik 
pengendalian intern yang memadai. 
4. Aspek dokumen dan catatan yang memadai 
Sebelum petugas TP melalukan pencairan 
kredit ke rekening developer, staff LA telah 
terlebih dahulu memeriksa berkas 
kelengkapan persyaratan pencairan kredit 
berupa Standing Instruction, cover note, 
SP3K dan agunan debitur. Hal ini 
menunjukkan adanya praktik pengendalian 
intern yangtelah memadai.  
5. Aspek kontrol fisik aktivitas dan catatan 
Jumlah dana kredit yang dicairkan ke 
rekening developer oleh petugas TP telah 
disesuaikan dengan kebutuhan debitur 
seperti yang tercantum dalam SP3K serta 
disesuaikan dengan jumlah dana kredit yang 
dimiliki oleh bank untuk disalurkan kepada 
debitur. Ini telah menunjukkan praktik 
pengendalian intern yang telah memadai. 
d. Pada saat monitoring kredit 
1. Aspek personel yang kompeten dan dapat 
dipercaya 
Petugas Consumer Collection and Remedial 
Division (CCRD) telah memiliki kecakapan 
dan kemampuan dalam menangani kredit 
bermasalah debitur. Petugas CCRD telah 
dibekali program pelatihan seperti pelatihan 
supervisor management, analisa kredit, 
negotiation skill, hipnosis dan ecoll untuk 
mendukung kinerjanya. Petugas juga telah 
memiliki inisitaif dalam mengambil tindakan 
untuk menyelesaikan kredit bermasalah. Hal 
ini menunjukkan adanya praktik 
pengendalian intern yang memadai.  
2. Aspek adanya pemisahan tugas 
Fungsi pengelolaan dan penagihan kredit 
telah digabungkan dalam 1 (satu) program 
yaitu sistem green screen dan ecoll 
dikarenakan BTN telah menggunakan sistem 
yang terkomputerisasi. Sistem green screen 
dan ecollini kemudian memberikan 
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informasi kepada petugas CCRD mengenai 
keadaan kredit debitur secara rutin untuk 
kemudian ditindaklanjuti. Hal ini 
memperlihatkan adanya praktik 
pengendalian intern yang telah memadai. 
3. Aspek otorisasi yang tepat 
Pada tahap ini telah terlihat praktik 
pengendalian intern yang memadai. Petugas 
CCRD secara rutin setiap hari 
memperhatikan laporan pergeseran kredit 
debitur. Petugas CCRD kemudian 
melakukan tindak lanjut berupa tindakan-
tindakan penanganan kredit bermasalah 
berdasarkan laporan dari sistem.  
4. Aspek dokumen dan catatan yang memadai 
Dokumen kredit debitur, baik dokumen legal 
maupun pendukung mulai dari awal 
permohonan kredit sampai akhir disimpan 
oleh petugas Loan Document (LD) ke dalam 
folder/dosier masing-masing debitur dan 
dimasukkan ke dalam brankas penyimpanan 
dokumen. Hal ini memperlihatkan adanya 
praktik pengendalian intern yang telah 
memadai. 
5. Aspek kontrol fisik aktivitas dan catatan 
Petugas CCRD selalu memastikan kebenaran 
laporan keadaan kredit debitur dengan 
melakukan kegiatan pemeriksaan di tempat 
(on the spot) ke tempat debitur apabila sistem 
memberikan informasi bahwa debitur 
memiliki tunggakan kredit atau terdapat 
keterlambatan pembayaran angsuran. 
Kelemahan pada aspek ini yaitu dikarenakan 
petugas CCRD melakukan pemantauan 
kredit atau OTS hanya apabila telah 
diketahui bahwa debitur memiliki 
tunggakan. Belum dilakukan pemantauan 
rutin minimal 1 (satu) tahun sekali setelah 
kredit cair untuk memantau kelancaran usaha 
debitur yang berdampak pada kelancaran 
pembayaran angsuran debitur. Hal tersebut 
memperlihatkan praktik pengendalian intern 
yang masih lemah. 
e. Pemeriksaan pekerjaan secara independen 
Pemeriksaan pekerjaan secara independen 
(audit) telah dilakukan oleh 2 (dua) pihak yaitu 
auditor internal dan auditor eksternal. 
Pemeriksaan pekerjaan secara internal dilakukan 
oleh bagian audit internal BTN yaitu Audit 
Internal Division (AID) secara rutin terjadwal 1 
(satu) tahun sekali, sedangkan pemeriksaan 
pekerjaan secara eksternal dilakukan oleh tim 
auditor dari BI (Bank Indonesia) atau konsultan 
khusus yang ditunjuk oleh BI secara tidak rutin. 
Surprised audit oleh BI hanya dilakukan pada 
kondisi-kondisi tertentu. Ada baiknya surprised 
audit juga dilakukan auditor internal bank 
kepada seluruh karyawan tanpa terjadwal 
terlebih dahulu. Hal ini telah menunjukkan 
pengendalian yang memadai dalam aspek 
pemeriksaan pekerjaan secara independen 
namun masih terdapat kelemahan.  
 
Evaluasi Pengendalian intern jaringan prosedur 
pemberian KPR BTN Cabang Malang 
1. Adanya struktur organisasi yang memisahkan 
tugas dan tanggung jawab antar fungsi-fungsi 
yang terlibat dalam proses pemberian kredit.  
2. Telah  terdapat job description bagi seluruh 
karyawan yang berfungsi untuk memberikan 
penjelasan tugas dan tanggung jawab kerja untuk 
masing-masing karyawan di setiap unit dalam 
perusahaan. 
3. Telah terdapat pemisahan fungsi antar fungsi 
operasional dan fungsi akuntansi dalam kegiatan 
pemberian kredit.Pemisahan fungsi dalam proses 
pemberian kredit tersebut ditunjukkan sebagai 
berikut : 
a. Fungsi operasional 
  Merupakan fungsi-fungsi yang yang 
memiliki wewenang untuk melaksanakan 
kegiatan operasional pemberian kredit kepada 
debitur. 
 Fungsi operasional ini terdiri dari Loan 
Service (LS), Data Entry Officer (DEO), 
Data Entry Appraisal (DEA), petugas 
appraiser, Loan Administration (LA), 
Consumer Collection and Remedial 
Division (CCRD) dan Kepala Kredit.  
b. Fungsi akuntansi 
 Merupakan fungsi yang memiliki wewenang 
untuk mencatat peristiwa keuangan yang 
timbul akibat kegiatan transaksi kredit. 
 Fungsi akuntansi dilakukan oleh bagian 
accounting dan reporting.  
4. Telah terdapat pedoman kerja proses pemberian 
kredit serta kebijakan pemberian kredit secara 
tertulis sebagai acuan kerja bagi karyawan-
karyawan bagian kredit.  
5. Telah terdapat pembagian otorisasi untuk 
masing-masing pejabat kredit dalam proses 
pemberian kredit. 
6. Semua transaksi dalam proses kredit mulai dari 
tahap permohonan sampai monitoring  telah 
direkam ke dalam dokumen dan  catatan kredit 
untuk dijadikan bukti transaksi dan disimpan 
sebagai arsip.  
7. Terdapat praktik dual control, yaitu pemeriksaan 
hasil pekerjaan seorang karyawan oleh karyawan 
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lainnya untuk meminimalisir terjadinya 
kecurangan oleh karyawan.  
8. Adanya praktik-praktik tindakan pengamanan 
untuk mengamankan aset perusahaan yang 
antara lain sebagai berikut :  
a. Terdapat brankas penyimpanan khusus yang 
tahan api dan air yang digunakan untuk 
menyimpan dokumen  kredit debitur 
(dokumen legal dan pendukung) 
b. Terdapat khazanah (ruang penyimpanan 
uang yang tahan api dan air) yang digunakan 
pihak bank sebagai ruang penyimpanan uang 
c. Adanya penggunaan sistempassworduntuk 
dapat masuk dan mengakses ke dalam 
sistemiLoanbagiankredit dan sistem BDS 
(Branch Delivery System) bagian akuntansi 
d. Penggunaan asuransi dalam setiap proses 
pemberian kredit guna mengcover kredit 
yang diberikan untuk mengurangi tingkat 
kerugian pada bank 
e. Terdapat tindak pengamanan seperti 
penggunaan CCTV dalam bank dan sistem 
pengamanan bank selama 24 jam oleh 
petugas keamanan (security) 
9. Memback up data debitur untuk menghindari 
risiko terjadinya kehilangan data.  
10. Adanya program-program pelatihan yang 
diadakan secara rutin dan berkala kepada seluruh 
karyawan berdasarkan bidang kerjanya masing-
masing untuk mendukung kinerja karyawan-
karyawan dalam memproses pemberian kredit.  
11. Telah dilaksanakan kegiatan audit (pemeriksaan 
pekerjaan secara independen) oleh auditor 
internal bank yaitu oleh Internal Audit Division 
(AID) dan tim auditor eksternal dari Bank 
Indonesia (BI) atau konsultan khusus lain yang 
ditunjuk oleh BI untuk melakukan audit.  
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Praktik pengendalian intern dalam proses 
pemberian KPR pada BTN Malang secara 
keseluruhan telah memadai namun masih terdapat 
beberapa kelemahan yang harus diperbaiki. 
1. Proses pemberian KPR pada BTN Malang telah 
dijalankan sesuai dengan jaringan prosedur dan 
kebijakan kredit yang telah ditetapkan oleh BTN. 
2. Praktik pengendalian intern dalam pemberian 
kredit berupa aspek personel yang kompeten dan 
terpercaya telah dilaksanakan secara memadai. 
Hal ini ditunjukkan melalui kemampuan dan 
kecakapan yang dimiliki seluruh karyawan yang 
terlibat dalam proses pemberian kredit sesuai 
tugas dan tanggung jawab kerjanya masing-
masing. Kelemahan dalam aspek ini ditunjukkan 
dengan masih minimnya pengalaman kerja 
Analis Kredit (AK) yang ada, sebab sebagian 
besar merupakan karyawan baru sehingga 
dikhawatirkan akan menghasilkan analisa kredit 
yang lemah. 
3. Praktik aspek pemisahan fungsi dalam 
pemberian kredit telah dilaksanakan dengan 
memadai pada BTN Malang. Hal ini ditunjukkan 
dengan tidak adanya perangkapan fungsi (double 
job) untuk setiap pekerjaan oleh2 (dua) fungsi 
atau lebih dalam proses pemberian kredit. 
4. Aspek otorisasi yang tepat telah dilaksanakan 
secara memadaidalam proses pemberian kredit 
oleh BTN Malang. Hal ini ditunjukkan dengan 
adanya otorisasi (pemberian wewenang) oleh 
pejabat kredit berwenang yang berbeda-beda 
untuk setiap transaksi atau kegiatan yang terjadi 
dalam proses pemberian kredit.  
5. Pengendalian intern berupa aspek dokumen dan 
catatan telah dipraktikkan dengan memadai pada 
BTN Malang. Pengajuan permohonan kredit 
debitur harus disertai kelengkapan dokumen dan 
persyaratan kredit sesuai ketentuan BTN. 
Seluruh dokumen kredit debitur (dokumen legal 
dan pendukung) mulai awalpermohonan kredit 
sampai akhir telah disimpan dalam folder/dosier 
file kredit oleh petugas Loan Document (LD) dan 
dimasukkan ke dalam brankas penyimpanan 
khusus tahan api sebagai arsip bagi pihak bank. 
6. Pada praktik pengendalian intern berupa kontrol 
fisik aktivitas dan catatan masih terdapat 
beberapa kelemahan yang dilakukan oleh BTN 
Malang. dilakukan telah memperlihatkan adanya 
pengendalian manajemen yang memadai tetapi 
masih memiliki kelemahan. Penerimaan 
permohonan kredit debitur selalu disertai 
kegiatan pemeriksaan di tempat (on the spot) atas 
agunan dan pekerjaan debitur. Petugas CCRD 
juga selalu memeriksa kebenaran laporan kondisi 
kredit debitur yang didapat melalui sistem 
dengan mengadakan pemeriksaan di tempat (on 
the spot) ke tempat tinggal atau usaha debitur. 
Kelemahan pada aspek ini ditunjukkan dengan 
belum adanya OTS secara rutin baik secara 
mendadak atau terencana ke tempat debitur 
setelah kredit cair, khususnya untuk debitur 
golongan non fixed income untuk melihat 
kelancaran usaha debitur. Pada BTN Malang, 
OTS hanya dilakukan ketika debitur telah 
memiliki tunggakan kredit atau keterlambatan 
pembayaran angsuran.  
7. Pemeriksaan pekerjaan secara independen 
(audit) telah dilaksanakan dengan memadai pada 
BTN Malang. Audit dilakukan oleh auditor 
internal dan eksternal untuk mengidentifikasi 
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segala kesalahan atau penyimpangan yang telah 
terjadi. Audit rutin dilakukan 1 (satu) tahun 
sekali oleh auditor internal. yaitu oleh Internal 
Audit Division (IAD).Sementara auditor 
eksternal merupakan tim audit dari Bank 
Indonesia (BI).  
8. Tingkat NPL BTN Malang selama 3 (tiga) 
periode terakhir secara keseluruhan sudah baik, 
tidak melebihi batas ketetapan NPL yang 
ditetapkan oleh BI. Namun berapapun tingkat 
NPL yang ada walaupun tinggi atau rendah harus 
tetap diwaspadai, karena sesungguhnya adanya 
NPL sudah merupakan masalah bagi bank.  
 
Saran 
1. Proses monitoring kredit dengan melakukan 
pemeriksaan di tempat (on the spot)sebaiknya 
dilakukan secara rutin 1 (satu) tahun sekali 
setelah kredit dicairkan terutama untuk debitur 
non fixed income untuk memantau 
perkembangan usaha debitur di lapangan, 
sehingga ketika ditemukan indikasi penurunan 
usaha debitur, petugas CCRD dapat membantu 
memberikan solusi berupa pembinaan 
supayadebitur lebih mampu untuk mengelola 
usahanya sehingga risiko terjadinya tunggakan 
kredit dapat dicegah. 
2. Untuk debitur golongan non fixed incomeyang 
memiliki usaha, proses monitoring kredit 
sebaiknya juga dilakukan dengan meminta 
laporan usaha debitur secara berkala 1 (satu) 
tahun sekali guna memantau perkembangan 
usaha debitur. Hal ini dikarenakan debitur 
golongan non fixed incomelebih rentan untuk 
mengalami tunggakan kredit. 
3. Sebaiknya kegiatan penilaian agunan yang 
selama ini dilakukan oleh petugas 
appraisereksternal dari KJPP digantikan oleh 
petugas Loan Administration (LA). Hal ini akan 
memotong waktu dan biaya. Dengan 
menggunakan jasa Loan Administration (LA) 
sebagai petugas appraiser maka laporan 
appraisal bisa siap dalam waktu 1 (hari) dan 
biaya yang harus dikeluarkan untuk order 
penilaian agunan ke KJPP dapat masuk ke dalam 
bank sebagai pendapatan. 
4. Setelah dilakukan pencairan kredit ke rekening 
developer, sebaiknya bank mengeluarkan surat 
pemberitahuan resmi atau bukti pencairan dana 
kredit kepada developer yang memuat 
pemberitahuan bahwa kredit telah dicairkan ke 
rekening developer oleh petugas Transaction 
Processing (TP).  
5. BTN sebaiknya lebih memperhatikan perihal 
tingkat suku bunga yang ditetapkan kepada 
debitur dalam proses pemberian kredit dengan 
tujuan untuk dapat lebih mengurangi tingkat 
NPL bank. 
6. Sebaiknya diadakan surprised audit oleh auditor 
internal BTN sehingga diharapkan akan 
mengurangi ditutupinya penyelewengan yang 
mungkin telah dilakukan oleh karyawan.  
7. Pihak BTN Malang sebaiknya lebih 
mempertimbangkan perihal pengalaman kerja 
karyawan sebelum ditemaptkan pada posisi 
penting seperti Analis Kredit sebab 
dikhawatirkan minimnya pengalaman kerja akan 
berdampak terhadap hasil analisa kredit.  
8. Semua fungsi yang terlibat dalam proses 
pemberian kredit harus bersikap lebih selektif 
dalam menerima dan menganalisa setiap 
permohonan kredit calon debitur. Prinsip kehati-
hatian harus lebih diterapkan dalam proses 
pemberian kredit, khususnyauntuk debitur 
dengan golongan non fixed incomekarena debitur 
yang demikian lebih rentan mengalami kredit 
bermasalah dibandingkan debitur golongan fixed 
income. Hal ini diharapkan akan menghindarkan 
bank dari risiko kerugian akibat timbulnya kredit 
bermasalah.  
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